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Assalaamu ‘alaikum Wr. Wb.
Bismillaah hirrohmaan nirrohiim

Yang kami muliakan :

Rektor USU beserta jajaran

Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat,
Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,

Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,

Pimpinan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara,
serta Kota Medan,

Para dosen dan Pengelola USU,

Para mahasiswa dan seluruh Sivitas Akademika yang
saya banggakan dan cintai, serta

Bapak/Ibu para undangan sekalian

Sebagai insan yang bertaqwa, marilah bersama-sama
memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena
atas izin-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini,
dalam keadaan sehat wal ‘’afiat. Sebelum saya
menyampaikan orasi dengan judul ”“Pemaknaan Ulang
Terhadap  Konsep  Pemberdayaan Dalam  Rangka
Memandirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, ijinkan
pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ber-dies
natalis, kepada seluruh keluarga besar dan sivitas
akademika USU. Semoga USU semakin tumbuh dan
berkembang, sehingga selalu berada di shaf terdepan
dalam menunaikan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ;

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian . kepada
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Masyarakat. Semangat dies natalis kali ini, mudah-
mudahan menjadi dorongan agar USU dapat terus
menerus meningkatkan prestasinya. Dengan
mengandalkan lebih dari 32 ribu mahasiswa, ditambah
lebih dari 688 mahasiswa asing yang tersebar di 13
fakultas, maka bukan hal yang mustahil, USU akan
menjadi universitas maju, terkemuka, bergengsi, dan
berkelas dunia.

Inilah yang sesungguhnya merupakan salah satu
cita-cita para founding fathers, para sesepuh, yang
dengan susah payah merintis berdirinya USU dengan
mendirikan Yayasan Universitas Sumatera Utara pada
tanggal 4 Juni 1952. Dengan demikian, kalau Presiden
Soekarno pada 20 November 1957 meresmikan USU
sebagai universitas negeri pertama di luar pulau Jawa,
maka saya kira, hanya soal waktu, untuk menjadikan USU
sebagai universitas berkelas dunia pertama dan terbesar
di kawasan ini. Insya Allah.

Terus terang saya merasa tersanjung dan berbesar
hati, mendapat kehormatan menyampaikan pokok-pokok
pikiran di forum vyang tefhormat ini. Pada waktu
bersamaan, saya juga bertanya-tanya; Mengapa akhir-
akhir ini  saya berturut-turut, diundang untuk

menyampaikan kuliah umum di sejumlah perguruan
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tinggi? Sebelum ini, saya diundang di Universitas Pramita
Indonesia di Tangerang, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Universitas Djenderal Soedirman,
Purwokerto, Universitas Hasanuddin, Makassar, lalu
diikuti kuliah umum di Universitas Indonesia, Jakarta,
dan baru saja di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Mungkinkah ini karena program-program pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dn Menengah (UMKM), misalnya;
Koperasi Sivitas Akademika (Kosika), Program Sarjana
Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), Program
Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM),
dan Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera
(Perkassa), telah menarik perhatian dan
membangkitkan simpati di kalangan akademisi? Ataukah
gejala reorientasi pemikiran insan perguruan tinggi yang
bergeser dari dominasi faham kapitalisme ke arah
pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan? Namun
dalam pemahaman saya, forum ini adalah merupakan
penegasan kembali, komitmen, dan kepedulian USU
terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Tentu
saya tidak akan panjang lebar mempersoalkannya karena
tanpa berpolemik tentang hal ini, pemberdayaan UMKM



memang terbukti secara efektif mampu menanggulangi
masalah pokok dewasa ini, yaitu : kemiskinan',
pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja. Mengapa
demikian? Sejumlah alasan yang sangat mendasar,
adalah:

Bahwa UMKM merupakan unit usaha terbesar di
Indonesia yang menyerap tenaga kerja lebih dari 91,8
(sembilan puluh satu koma delapan) juta orang. Ini
berarti lebih dari 97,3 persen tenaga kerja merupakan
kontrib_usi UMKM di dalam penyerapan tenaga kerja’ di

Indonesia.

Pada tahun 2007, UMKM mampu memberikan
kontribusi signifikan terhadap pembentukan Product
Domestic Bruto (PDB) Nasional yaitu sebesar 53,6% atau
senilai lebih dari Rp. 2.121,3 trilyun atau sekitar 20

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk yang
berada dibawah Garis Kemiskinan) berdasarkan survei sosial dan ekonomi nasional
(susenas) Maret 2008 adalah 34,96 juta orang (15,42 persen) atau turun 2,21 juta
orang dari jumlah pada Maret 2007 37,17 juta orang (16,58 persen), namun itu
belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi 28,7 persen pada
akhir Mei. BPS mencatat adanya peningkatan Garis Kemiskinan dari Rp166.697 per
kapita per bulan menjadi Rp182.636 per kapita per bulan.

BPS (2008) juga mencatat bahwa jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada
Februari 2008 mencapai 102,05 juta orang, bertambah 4,47 juta orang jika
dibandingkan dengan keadaan Februari 2007 sebesar 97,58 juta orang. Sedangkan
Jumlah penganggur pada Februari 2008 adalah 9,43 juta orang, mengalami
penurunan sebesar 1,12 juta orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2007
sebesar 10,55 juta orang. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di
Indonesia pada Februari 2008 mencapai 8,46%, mengalami penurunan dibandingkan
keadaan 2007 yang besarnya 9,75%.



persen. Demikian pula kontribusi UMKM terhadap total
nilai ekspor nasional mencapai 20,15%. Walaupun belum
terlalu besar namun prestasi ini merupakan bukti bahwa
dalam pasang surutnya situasi ekonomi, UMKM masih
mampu menyumbang devisa pada negara. UMKM juga
telah teruji sebagai kelompok usaha yang memiliki daya
responsif, fleksibilitas, dan adaptasi yang luar biasa

terhadap berbagai perubahan pasar.

Hadirin sekalian,

Kinerja yang cukup membesarkan hati ditunjukkan
oleh UMKM, khususnya di dalam kontribusi terhadap
penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDB Nasional.
Namun, manfaat yang diterima oleh UMKM masih sangat
kecil dan tidak sepadan. Mayoritas UMKM masih
merasakan  ketertinggalannya di dalam  meraih
pendapatan riilnya. Demikian pula, sebagian besar UMKM
kesulitan dalam mengakses infrastruktur ekonomi lainnya
seperti pasar, permodalan, teknologi, informasi, dan
terhambat dalam mengakses ke sumber daya produktif,

séperti bahan baku dan tenaga kerja terampil.

Dihadapkan pada persoalan tersebut UU No. 20

“tahun 2008 tentang UMKM yang baru saja terbit, telah
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memberi mandat penuh kepada pemerintah,
pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untt -
secara sinergis melakukan langkah pemberdayaan, agar
UMKM semakin tangguh dan mandiri®. Asumsinya,
pembangunan akan berialan lebih optimal, apabila UMKM
memperoleh hak untuk mengelola sumber daya produktif,
yang mereka dapat memiliki, menggunakan atau

mengakses untuk pembangunan (Soetrisno, 1995:136).

Hadirin sekalian,

Untuk melihat posisi penting dari UMKM dalam
konteks keberlangsungan pembangunan nasional, terlebih
dahulu saya akan meng-elaborasi pemahaman tentang
konsep Pembangunan Ekonomi. Berbicara mengenai
Pembangunan Ekonomi, pada umumnya akan terfokus
pada pemikiran tentang bagaimana perekonomian suatu
negara dapat tumbuh dan berkembang. Pemikiran ini pula
yang mendasari pola pembangunan nasional pada era
awal, yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan
ekonomi yang cepat. Secara kasat mata, hasil

pembangunan ekonomi pada saat itu memang

$ Konsep pemberdayaan pada tataran masyarakat mencakup pengertian

pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang
bertumpu pada masyarakat (community-based development).
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membuahkan hasil di sejumlah bidang kehidupan, seperti
“'tumbuhnya sektor industri dan sektor jasa. Walaupun
demikian, kritik yang timbul dari hasil pertumbuhan
ekonomi tersebut adalah : Apakah hasil-hasil
pembangunan selama beberapa dekade itu dinikmati oleh
sebagian besar masyarakat? Demikian pula patut
dipertanyakan, apakah komponen dan warga masyarakat
berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berujung
pada peningkatan kesejahteraan mereka?

Sejumlah pakar telah menanamkan dasar-dasar
teoritik untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi.
Misalnya, menurut model Harrod (1948) dan Domar
(1946), akumulasi modal menjadi kunci pertumbuhan
ekonomi®. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi
dibutuhkan tingkat investasi yang berasal dari tabungan,
sedangkan produktivitas modal (capital output ratio)
diasumsikan  konstan. Dengan demikian tingkat
pertumbuhan ekonomi dihitung dengan membagi tingkat
tabungan terhadap produktivitas modal dikurangi
depresiasi modal. Dalam pada itu, Keynes (1936)
menekankan pentingnya aspek permintaan dalam

mendorong pertumbuhan

* Tokoh pendahulunya termasuk Adam Smith (1776); Malthus (1798) dan David
Ricardo (1917) mengupas variabel pendorong pertumbuhan dan batas batasnya.
Sedangkan Rostow (1960) menjelaskan tahap pertumbuan ekonomi
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Selanjutnya, model neo-klasik Solow (1957)
memperkenalkan tingkat pertumbuhan penduduk dan
perkembangan teknologi untuk menghitung tingkat
pertumbuhan ekonomi di samping tabungan. Model
Solow ini sering dijadikan pijakan dalam memahami teori
pertumbuhan ekonomi. Perubahan jumlah penduduk dan
perkembangan teknologi dimasukkan bersama tingkat
depresiasi modal dalam menentukan tingkat
perekonomian jangka panjang (steady state).

Pada perkembangan model ini, variabel-variabel
eksogen. pada model Solow, seperti tingkat tabungan,
pertumbuhan penduduk, dan perkembangan teknologi,
digeser ke dalam variabel-vaiabel endogen. Karena itu,
kaidah ini sering disebut dengan teori pertumbuhan
endogen  (endogenous  growth  theory). Dalam
perekonomian yang terbuka, di mana semua faktor
produksi dapat berpindah secara leluasa dan teknologi
dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, maka
pertumbuhan semua negara di dunia akan konvergen,
yang berarti kesenjangan akan berkurang.

Selanjutnya, Teori Dua Sektor oleh Lewis (1954),
Boeke (1958) menggambarkan dua sektor dalam
perekonomian tertutup (closed economy), yaitu sektor

kapitalis modern, dan sektor subsisten yang bercorak
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tradisional. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada saat
berpindahnya surplus tenaga kerja di sektor tradisional
ke sektor modern yang didorong oleh ekspansi produksi
dan peningkatan profit di sektor modern. Kondisi atau
titik-dimana surplus tenaga kerja di sektor tradisional
terserap seluruhnya oleh sektor modern yang diistilahkan
sebagai “Titik Balik® (Lewis Turning Point), dan
digambarkan sebagai kondisi perekonomian yang lebih
maju.

Perkembangan teori-teori pertumbuhan di atas
didasari oleh pemikiran bagaimana mencapai kondisi
ekonomi yang lebih maju atau modern dengan
memanfaatkan faktor-faktor yang berpengaruh langsung
terhadap tingkat pendapatan suatu Negara. Oleh karena
itu konsep pertumbuhan ekonomi lebih banyak bertumpu
pada prinsip bagaimana suatu Negara dapat meningkatkan
pendapatan real masyarakat. Dalam periode selanjutnya,
bermunculan berbagai teori pembangunan ekonomi yang
bukan hanya mengandalkan real GDP per capita, tetapi
juga mencakup variabel-variabel lain, misalnya
Purchasing Power Parity (PPP) atau tingkat daya beli

masyarakat; Indeks Pembangunan Manusia/Human



